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ABSTRAKSI

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2006, batas wilayah didefinisikan
sebagai pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah
lain. Pemerintahan daerah mempunyai wewenang yang relatif lebih luas dalam
pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan yang berada di wilayahnya.
Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi suatu pemerintah daerah tersebut, maka
nilai tata batas wilayahpun menjadi sangat penting dan krusial, tidak hanya bagi
daerah yang bersangkutan tapi juga bagi daerah-daearah yang berbatasan. Oleh sebab
itu penetapan dan penegasan batas daerahpun menjadi suatu aktivitas yang penting.

Tahapan untuk penentuan batas wilayah dilakukan melalui serangkaian
tahapan penelitian dokumen batas, penentuan peta dasar, dan delineasi garis batas
secara kartometrik di atas peta dasar. Pada penelitian ini peta dasar menggunakan
peta rupabumi skala 1:25.000 yang terbagi dalam Ssheet, kemudian dilakukan digitasi
untuk mendapatkan peta digital, dari hasil peta digital tersebut dilakukan
pengidentifikasian masalah, masalah yang pertama ialah Batas Yang Tidak Sesuai
Dengan Permendagri Nol Thn2006, dan yang kedua Perbedaan Batas Pada Peta
Rupabumi dengan Keadaan di Lapangan.

Dari pengidentifikasian penentuan batas wilayah tersebut ditemukan Garis
batas wilayah unsur alam pada peta rupabumi berupa sungai tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006, yaitu pada peta
rupabumi garis batas berupa sisi sungai sebelah kanan, dan ditemukan juga perbedaan
garis batas pada peta rupabumi dengan keadaan dilapangan.

Kata kunci : Kartometrik, Digitasi, Batas wilayah.
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BAB1I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang diatur dengan undang-
undang. Pada saat ini undang-undang yang mengatur pembagian daerah itu adalah
Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi
wilayah Negara ke dalam daerah besar yang disebut Provinsi dan daerah kecil yang

disebut dengan daerah Kabupaten atau daerah Kota.

Pemerintahan Daerah, daerah (propinsi, kabupaten, dan kota) mempunyai
wewenang yang relatif lebih luas dalam pengelolaan sumberdaya alam dan
pelestarian lingkungan yang berada di wilayahnya. Mengingat tingginya nilai suatu
wilayah bagi suatu pemerintah daerah (propinsi, kabupaten, dan kota) tersebut, maka
nilai tata batas wilayahpun menjadi sangat penting dan krusial, tidak hanya bagi
daerah yang bersangkutan tapi juga bagi daerah-daearah yang berbatasan. Oleh sebab

itu penetapan dan penegasan batas daerahpun menjadi suatu aktivitas yang penting.

Pada perbatasan wilayah antara Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten
Madiun, batas antar Kabupaten keduanya perlu diidentifikasi agar mengetahui batas
wilayah yang jelas. Sehingga kewenangan suatu daerah dalam mengatur dan
menyelenggarakan pemerintahan daerah di selenggarakan tidak melempaui batas

daerah yang telah ditetapkan dengan UU yang terdapat pada Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah serta

disajikan dalam bentuk hasil berupa peta batas wilayah antar kedua wilayah ini.

L2 Perumusan Masalah
Permasalahan yang akan di. bahas dalam penelitian ini adalah:
1. Mengidentifikasi apakah penentuan batas wilayah pada peta Rupabumi
sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

2. Mengidentifikasi perbedaan batas wilayah yang terdapat di peta rupabumi
dengan keadaan dilapangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

1.3 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini antara lain :

1. Memberikan Informasi mengenai kebenaran batas wilayah kabupaten
Nganjuk dengan kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan

Batas Daerah.

2. Untuk memberikan informasi mengenai cara menentukan batas wilayah
antar kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.



1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi mengenai kabenaran dan
permasalahan tentang batas wilayah antara Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten
Madiun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang

Pedoman Penegasan Batas Daerah.

I.5 Batasan Masalah

Batasan Masalah dalam Penelitian ini adalah :
1. Studi kasus meliputi batas wilayah Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten

Madiun yang di tinjau secara aspek hukum.

2. Bagaimana cara menentukan batas wilayah antar kabupaten secara
ka;rtometrik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

3. Mengidentifikasi perbedaan batas wilayah yang terdapat di peta rupabumi
dengan keadaan dilapangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

I.6 Tinjauan Pustaka

Batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu
daerah dengan daerah lain (Permendagri No.1/2006 : Pasal 1). Batas pemisah tersebut
dapat berupa batas alam maupun batas buatan manusia. Unsur-unsur alam yang
sering digunakan sebagai batas pemisah wilayah antara lain sungai, watershed, danau;

sedangkan unsur-unsur buatan manusia antara lain pilar batas, jalan, rel kereta api,



saluran irigasi (Permendagri No.27/2006 : Pasal 1). Tujuan dilakukannya penetapan
dan penegasan batas wilayah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap

batas di wilayah darat (Permendagri No.27/2006 : Pasal 2).

Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas wilayah harus mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan
Batas Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang
Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Penetapan batas diwujudkan melalui tahapan
penelitian dokumen, penentuan peta dasar, dan deliniasi garis batas secara
kartometrik di atas peta dasar yang disepakati. Adapun penegasan batas diwujudkan
melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas,
pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta
pembuatan peta batas wilayah. Tahapan penetapan dan penegasan batas dilakukan

berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.



BABII

LANDASAN TEORI

I1.1 Pengertian Batas Wilayah Darat

Batas wilayah darat ialah tempat kedudukan titik-titik atau garis-garis yang
memisahkan daratan atau bagiannya kedalam dua atau lebih wilayah kekuasaan yang
berbeda (Suharman, 1994). Batas wilayah disini dapat berarti batas Negara, batas
wilayah propinsi, batas wilayah kabupaten, batas wilayah kecamatan, atau batas

wilayah desa/kelurahan.

Pengertian tentang batas diatas masih bersifat umum yang memungkinkan
dapat terjadi perbedaan penafsiran tentang arti batas yang berlaku di Indonesia dan
beberapa istilah lain yang berkaitan dengan batas. Adapun beberapa istilah tersebut

adalah:

= Batas adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan, baik berupa
tanda alam maupun buatan.

= Batas buatan adalah unsur-unsur buatan seperti pilar batas, jalan, rel kereta
api, saluran irigasi dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai
batas wilayah.

* Batas wilayah Desa/Kelurahan antara Kecamatan disebut batas wilayah
Kecamatan, maka kewenangan dalam penetapan/pemasangan tanda batasnya
menjadi tanggung jawab Camat yang bersangkutan dengan memperhatikan

Desa/Kelurahan yang berbatasan.



* Batas Wilayah Desa/Kelurahan antar Kabupaten/Kotamadya/Dati II, disebut
batas wilayah kabupaten/kotamadya/Dati II, maka kewenangan dalam
penetapan/pemasangan  tanda  batas menjadi  tanggung  jawab
Bupati/Walikotamadya KDH tingkat II yang bersangkutan dengan
memperhatikan Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang berbatasan.

= Batas Wilayah Desa/Kelurahan antar Propinsi/Dati I, disebut batas wilayah
Propinsi/Dati I, maka kewenangan dalam penetapan/pemasangan tanda batas
menjadi tanggung jawab Gubernur KDH tingkat I yang bersangkutan dengan
memperhatikan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kotamadya Dati

II yang berbatasan.

I1.2 Metode Penetapan Batas
Berdasarkan unsur yang digunakan dalam penetapan batas, secara umum
batas darat terbagi menjadi tiga jenis yaitu batas alam, batas buatan, dan pilar batas.
1. Batas Alam
Batas alam merupakan batas yang ditentukan berdasarkan unsur-unsur alam
tertentu yang bersifat umum, mudah diketahui masyarakat umum, dan
keberadaannya tidak mudah hilang atau musnah karena faktor alam lainnya
atau aktifitas manusia. Beberapa unsur alam yang umum digunakan dalam
penentapan batas diantaranya sungai, danau, watershed dan sebagainya.
Penggunaan bentuk dari unsur alam yang bersifat umum dan dapat mewakili

dari suatu garis batas akan memudahkan dalam penegasan batas di lapangan.



2. Batas Buatan
Batas buatan merupakan batas yang ditentukan berdasarkan unsur buatan yang
bersifat umum dan dapat mewakili sebagai tanda batas. Unsur buatan yang
dapat digunakan sebagai tanda batas wilayah adalah unsur-unsur buatan yang
bersifat umum dan permanen sehingga dapat digunakan sebagai tanda batas
wilayah. Beberapa unsur buatan yang dapat digunakan sebagai tanda batas
antara lain jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, kanal, dan lain sebagainya.

3. Batas Pilar
Batas pilar merupakan unsur buatan yang dibuat khusus untuk menandai batas
wilayah. Dilihat dari fungsinya pilar batas terbagi menjadi tiga yaitu Pilar
Perapatan Batas, Pilar Kontrol Batas dan Pilar Batas Utama. Yang dimaksud
dengan Pilar Perapatan Batas adalah pilar yang berfungsi untuk menandai
batas wilayah yang merupakan perapatan dari Pilar Batas Utama. Pilar
Kontrol Batas adalah pilar yang berfungsi untuk mengetahui atau mengontrol
titik atau garis batas. Sedangkan yang dimaksud Pilar Batas Utama ialah pilar

yang berfungsi sebagai tanda batas wilayah dan sebagai titik kontrol.

IL.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Penegasan Batas Daerah
11.3.1 Prinsip Penegasan Batas Daerah di Darat
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penegasan Batas Daerah. Batas daerah yang dapat ditegaskan dinyatakan

dalam bentuk bangunan fisik buatan manusia seperti pilar, gapura, persil tanah, jalan,



dan atau batas alam seperti watershed, sungai. Sedangkan batas daerah yang tidak
dapat ditegaskan dalam suatu bentuk bangunan fisik seperti melalui danau dan tengah

sungai dinyatakan dengan pilar acuan batas.

Dalam rangka menetapkan dan menegaskan batas daerah perlu dilakukan
kegiatan penelitian dokumen batas, pelacakan batas, pemasangan pilar batas,

pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, dan pembuatan peta batas.

Jika dasar hukum untuk penegasan batas daerah belum ada atau belum jelas,

maka dapat diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

I1.3.1.1 Pengunaan bentuk-bentuk batas alam
Batas alam adalah objek di lapangan yang dapat dinyatakan sebagai batas
daerah. Penggunaan bentuk alam sebagai batas daerah akan memudahkan penegasan
batas di lapangan karena tidak perlu memasang pilar yang rapat. Bentuk-bentuk batas
alam yang dapat digunakan sebagai batas daerah adalah:
1. Sungai
Garis batas di sungai merupakan garis khayal yang melewati tengah-tengah
sungai yang ditandai oleh pilar batas di tepi sungai yang memotong garis
batas tersebut (lihat Gambar 2.1). Pada daerah sungai yang labil, pilar
dipasang agak jauh dari sungai sehingga pilar tersebut bukan merupakan pilar
batas tetapi titik acuan bagi batas sebenarnya. Dari pilar tersebut harus diukur

jarak ke tepi dekat dan tepi jauh sungai serta arahnya.



______

DAERAH A

-
-
-
-

\ DAERAH B

P2

Gambar 2.1 Garis Batas di Sungai

Keterangan:  ______. : Batas daerah

% : Titik Acuan untuk menentukan batas

2. Watershed/Garis Pemisah Air
Garis batas pada watershed merupakan garis khayal yang dimulai dari suatu
puncak gunung dan menyelusuri punggung bukit yang mengarah kepada
puncak gunung berikutnya. Ketentuan untuk menetapkan garis batas pada
watershed ini adalah:
a. Garis batas tersebut tidak boleh memotong sungai.
b. Garis batas merupakan garis pemisah air yang terpendek, karena

kemungkinan terdapat lebih dari satu garis pemisah air (lihat Gambar 2.2).



Gambar 2.2 Garis batas pada watershed

Keterangan : Q@’ : Kontur gunung

__________ : Watershed

......... c- : Garis Batas

3. Danau
Jika seluruh danau masuk ke salah satu daerah, dengan demikian tepi danau
merupakan batas antara dua daerah. Jika garis batas memotong danau, maka
garis batas di tengah danau adalah garis khayal yang menghubungkan antara
dua titik yang merupakan perpotongan garis batas dengan tepi danau (lihat

Gambat 2.3).
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Keterangan : : Batas daerah

% : Titik Acuan untuk menentukan batas

I1.3.1.2 Penggunaan bentuk-bentuk batas buatan
Penegasan batas daerah dapat juga menggunakan unsur-unsur buatan manusia
seperti : jalan kereta api, saluran irigasi, pilar dan sebagainya.
1. Jalan
Untuk batas jalan dan saluran irigasi dapat digunakan as atau tepinya sebagai
tanda batas sesuai kesepakatan antara dua daerah yang berbatasan. Pada awal
dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan dipasang pilar batas sesuai
dengan ketentuan bentuk pilar batas. Pada awal dan akhir batas yang
berpotongan dengan jalan di pasang pilar batas sesuai dengan ketentuan

bentuk pilar batas. Khusus untuk batas yang merupakan pertigaan jalan, maka

MILIK ,F
l‘ 11



perlu ditempatkan titik kontrol batas minimal 3 (tiga) buah untuk menentukan

posisi batas di pertigaan jalan tersebut.

Plg
DAERAH A

P22

DAERAH B DAERAHC

Gambar 2.4 Penetapan Batas Pada As Jalan

Keterangan  .............. - Batas
A : Titik acuan batas
T : Titik batas

2. Jalan Kereta Api

Menggunakan prinsip sama dengan prinsip penetapan tanda batas pada jalan.

3. Saluran Irigasi
Bila saluran irigasi di tetapkan sebagai batas daerah, maka
penetapan/pemasangan tanda batas tersebut menggunakan cara sebagaimana

yang diterapkan pada penetapan batas pada jalan.
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I1.3.1.3 Daerah yang berbatasan dengan beberapa daerah lain
Pada daerah yang berbatasan dengan beberapa daerah lain, maka kegiatan
penegasan batas daerah harus dilakukan bersama dengan daerah-daerah yang

berbatasan. Sebagai contoh daerah A berbatasan dengan daerah B dan daerah C .

DAERAH A

DAERAH C

DAERAH E

Gambar 2.5 Daerah yang berbatasan dengan beberapa daerah lain

I1.3.2 Penentuan dan Penegasan Batas Daerah di Darat
I1.3.2.1 Penentuan Batas Daerah di Darat

Penentuan batas daerah di darat adalah proses penentuan batas daerah secara
kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Proses penentuan ini atas tiga
tahapan kegiatan yaitu:

1. Penelitian dokumen batas
a. Dokumen batas yang perlu diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang pembentukan daerah yang bersangkutan serta data dan

dokumen lainnya yang dianggap perlu.
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b. Di samping ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
pembentukan daerah yang bersangkutan yang perlu diteliti, data dan
dokumen pendukung lainnya yang berguna untuk penetapan batas wilayah
di darat secara kartometris yang perlu dipersiapkan antara lain:

» Peta rupabumi (topografi) kawasan perbatasan,
» Peta administrasi daerah yang telah ada,
» Peta batas daerah di darat yang ada,
* Dokumen sejarah.
2. Penentuan peta dasar
a. Peta dasar yang digunakan untuk menggambarkan batas daerah di darat

secara kartometrik adalah peta rupabumi atau peta topografi dengan

spesifikasi berikut:

» Skala tipikal : 1 : 500.000 (untuk Provinsi)
1 : 100.000 (untuk Kabupaten)
1 : 50.000 (untuk Kota)

» Datum : DGN 95 (WGS 84)

= Sistem Proyeksi Peta : Transverse Mercator (TM)
=  Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM)
Dengan grid geografis dan metric.
b. Apabila menggunakan peta topografi lainnya (misalnya JOG, AMS) maka
peta tersebut harus ditransformasikan terlebih dahulu sehingga memiliki

spesifikasi seperti di atas.
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3. Pembuatan peta batas kartometrik

Peta hasil penetapan batas adalah peta yang dibuat secara kartometrik dari

peta dasar yang telah ada dengan tidak melakukan pengukuran di lapangan.

Proses pembuatan peta batas daerah dapat dilakukan dengan melakukan

penurunan/kompilasi dari peta-peta yang ada:

a. Peta batas daerah dapat diperoleh dari peta-peta yang ada seperti peta-peta
dasar, peta pendaftaran tanah, peta blok atau berdasarkan foto udara, citra
satelit dan lain-lain.

b. Prosesnya dapat dilakukan secara kartografis manual atau digital dan jika
perlu diadakan penyesuaian skala.

c. Detail yang digambarkan adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan batas
daerah seperti lokasi pilar-pilar batas, jaringan jalan, garis pantai, perairan
dan detail yang menonjol lainnya.

d. Pada cara digital, peta sumber tersebut digitasi dan dipilih melalui layar

komputer untuk digambarkan kembali oleh plotter.
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I1.3.2.2 Penegasan Batas Daerah di Darat
Dalam setiap tahap kegiatan penegasan batas daerah di lapangan dilakukan
oleh Tim Penegasan Batas Daerah. Tahapan Kegiatan Penetapan dan Penegasan

Batas Daerah di darat meliputi:

1. Penelitian Dokumen Batas

a. Pada tahap ini masing-masing Tim Teknis melakukan inventarisasi dasar

hukum tertulis maupun dasar hukum lainnya yang berkaitan dengan batas
daerah. Dasar hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah, dasar
hukum batas daerah di darat antara lain:
Staatssblad, nota residen, undang-undang pembentukan daerah, atau
kesepakatan-kesepakatan yang pernah ada termasuk peta-peta kesepakatan
mengenai batas wilayah, peta topografi, peta rupabumi atau peta-peta lain
yang memuat tentang batas daerah yang bersangkutan dan kesepakatan
antar dua daerah yang berbatasan yang dituangkan dalam dokumen
kesepakatan penentuan batas daerah.

b. Jika tidak ada sumber hukum yang disepakati, maka kedua tim
bermusyawarah untuk membuat kesepakatan baru dalam menentukan
batas daerah.

c. Kedua tim melakukan penelitian/pengkajian terhadap dokumen/data batas
daerah tersebut untuk:

» Menentukan dokumen/data yang akan dijadikan dasar dalam

melakukan pelacakan dilapangan.
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Menentukan titik-titik batas yang disepakati
Pembuatan peta kerja pelacakan dan penegasan batas daerah
Menentukan metode pelacakan, pemasangan pilar batas, pengukuran

dan penentuan posisi pilar batas dan pembuatan peta batas daerah.

2. Pelacakan Batas

a. Pelacakan batas dilaksanakan oleh Tim Teknis

b. Teknis pelacakan batas daerah di lapangan mencakup dua kegiatan yaitu

penentuan garis batas sementara dan pelacakan garis batas dilapangan.

c. Kegiatan penentuan garis batas sementara adalah untuk menentukan garis

batas sementara di atas peta yang sudah disepakati sebagai dasar hukum

batas daerah. Penentuan garis batas sementara didasarkan pada:

Tanda/symbol batas-batas yang tertera di peta, baik batas administrasi
maupun batas kenampakan detail di peta.

Koordinat titik batas yang tercatum dalam dokumen-dokumen batas
daerah.

Toponimi (nama geografis) dari objek-objek geografis sepanjang garis
batas, baik itu objek alam, objek buatan manusia, maupun objek
administrative.

Jika tidak ada tanda-tanda batas yang tertera sebelumnya, maka
penentuan garis sementara di atas peta ini dilakukan melalui

kesepakatan bersama.

17



d. Pelacakan garis batas dilapangan

Pelacakan di lapangan adalah kegiatan untuk menentukan letak batas
daerah secara nyata di lokasi sepanjang batas daerah berdasarkan garis
batas sementara pada peta atau berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
Kegiatan ini merupakan tahap untuk mendapatkan kesepakatan letak
garis batas di lapangan, dengan atau tanpa sumber hukum tertulis
mengenai batas tersebut.

Kegiatannya dimulai dari awal yang diketahui kemudian menyusuri
garis batas sampai dengan titik akhir sesuai dengan peta kerja.
Berdasarkan kesepakatan, pada titik-titik tertentu atau pada jarak
tertentu dilapangan dapat dipasang tanda atau patok kayu sementara

sebagai tanda posisi untuk memudahkan pemasangan pilar-pilar batas.

e. Dalam melakukan pelacakan batas daerah di lapangan, Tim Teknis dapat

mengikutsertakan aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tokoh/Pemuka

Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perbatasan dari masing-

masing daerah.

f. Pelacakan batas daerah di lapangan menggunakan Peta Batas Daerah

Kartometrik yang dibuat pada proses penentapan batas.

3. Pemasangan Pilar Batas Daerah

a. Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah ditujukan untuk

memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar daerah di darat sesuai

dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
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b. Jenis-jenis Pilar Batas adalah:

Pilar Batas Utama (PBU) adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik
tertentu terutama di titik awal, titik akhir batas, dan atau pada jarak
tertentu disepanjang garis batas daerah.

Pilar Batas Antara (PBA) adalah pilar batas yang dipasang diantara
pilar-pilar batas utama dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis
batas antara dua daerah, atau pada titik-titik tertentu yang
dipertimbangkan perlu untuk dipasang pilar batas antara.

Pilar Acuan Batas (PAB) adalah pilar yang dipasang di sekitar batas
daerah dengan tujuan sebagai petunjuk keberadaan batas daerah. Pilar
acuan dipasang sehubungan pada batas yang dimaksud tidak dapat
dipasang pilar batas utama karena kondisinya yang tidak

memungkinkan.

c. Ketentuan untuk Kerapatan Pilar Batas Utama (PBU) sesuai dengan

kriteria berikut ini:

Untuk batas Propinsi yang mempunyai potensi tinggi (tingkat
kepadatan penduduk, nilai ekonomi, SDA, nilai budaya), kerapatan
pilar tidak melebihi 5 km dan untuk batas Provinsi yang kurang
potensi tidak melebihi 10 km.

Untuk Batas Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi tinggi
kerapatan pilar tidak melebihi 3 km dan untuk batas yang kurang

potensi kerapatan pilar tidak melebihi 5 km.
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. Pemasangan pilar batas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Pada kondisi tanah yang stabil, terhindar dari erosi dan abrasi.

Mudah ditemukan dan mudah dijangkau.

Aman dari gangguan aktivitas manusia maupun binatang.

Punya ruang pandang ke langit yang relatif luas (untuk pilar yang akan

diukur dengan metode GPS)

. Ketentuan Pemasangan Pilar adalah sebagai berikut:

Sebagai tanda pemisah batas Provinsi dipasang pilar batas tipe A
dengan ukuran 50cm x 50cm x 100cm di atas tanah dan kedalaman
150cm di bawah tanah.

Sebagai tanda pemisah batas Kabupaten/Kota dipasang pilar batas tipe
B dengan ukuran 40cm x 40cm x 75cm di atas tanah dan kedalaman
100cm di bawah tanah.

Jika dipandang perlu diantara dua Pilar Batas Utama (PBU) dapat
dipasang Pilar Batas Antara (PBA) sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi lapangan, Pilar Batas Antara (PBA) pada batas Provinsi,
Kabupaten atau Kota dipasang dengan ukuran 20cm x 20cm x 25c¢m di
atas tanah dan kedalaman 50cm di bawah tanah.

Pada setiap pilar dipasang brass tabelt pada bagian atas pilar sebagai
informasi atas pilar. Selain itu dipasang plak pada tepi pilar yang
menghadap ke masing-masing daerah sebagai keterangan tentang pilar

batas daerah tersebut.
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4. Penentuan Posisi Pilar Batas

a. Penentuan posisi pilar batas diukur sesegera mungkin setelah tahap
pemasangan pilar batas selesai dilaksanakan.

b. Standart ketelitian untuk koordinat pilar batas (satu simpangan baku)
adalah:
= Untuk Pilar Batas Utama (PBU) : + 15cm
=  Untuk Pilar Batas Antara (PBA) : + 25cm
Untuk menghasilkan penentuan posisi dengan ketelitian tersebut,
pengukuran posisi Pilar Batas Utama (PBU) untuk batas daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota ditentukan berdasarkan metode survei GPS
menggunakan receiver GPS tipe geodetik.

c. Dalam kondisi tertentu, dan dengan persetujuan dari Tim dari Pusat
koordinat pilar-pilar batas pada suatu segmen garis batas tertentu, dapat
ditentukan dengan tingkat ketelitian yang lebih rendah dari standart
ketelitian diatas.

d. Sebelum pengukuran dimulai, maka harus diketahui paling sedikit sebuah
titik referensi geodesi nasional yang terdekat dengan daerah perbatasan,
yang koordinatnya diketahui dalam Sistem Referensi Nasional yaitu

Datum Geodesi Nasional 1995 atau DGN-95.
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I1.3.3 Spesifikasi Teknis

I1.3.3.1 Pembuatan Peta Batas Daerah

1.

Jenis Peta Batas

Jenis peta batas berdasarkan prosedur pembuatannya terdiri dari :

a. Peta Hasil Penetapan Batas
Peta batas hasil penetapan batas adalah peta yang dibuat secara
kartometrik dari peta dasar yang telah ada dengan tidak melakukan
pengukuran dilapangan.

b. Peta Hasil Penengasan Batas
Peta batas hasil pengukuran adalah peta yang dibuat dengan peta dasar
yang ada ditambah dengan data yang diperoleh dari hasil pengukuran
dilapangan.

c. Peta Hasil Verifikasi
Peta batas hasil verifikasi adalah peta batas yang telah dibuat oleh daerah
dan hasilnya dilakukan verifikasi oleh Tim Pusat sebelum ditandatangani
oleh Menteri Dalam Negeri.

Proses Pembuatan Peta

Proses pembuatan peta batas daerah dapat dilakukan dengan melakukan

penurunan atau kompilasi dari peta-peta yang sudah ada:

a. Peta batas daerah dapat diperoleh dari peta-peta yang ada seperti peta-peta
dasar, peta pendafiaran tanah, peta blok atau berdasarkan foto udara, citra

satelit.
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b. Prosesnya dapat dilakukan secara kartografis manual atau digital dan jika
perlu diadakan penyesuaian skala.

c. Detail yang digambarkan adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan batas
daerah seperti lokasi pilar-pilar batas, jaringan jalan, garis pantai, perairan
dan detail yang menonjol.

d. Pada cara digital, peta sumber tersebut di digitasi dan dipilih melalui layer

komputer untuk digambarkan kembali.

I1.3.3.2 Pengukuran Batas Daerah
1. Sistem Referensi Koordinat titik acuan

a. Koordinat dari semua pilar batas, titik acuan, maupun titik batas harus
dinyatakan dalam sistem referensi koordinat nasional, yang pada saat ini
adalah sistem Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN 95) dengan parameter
ellipsoid referensinya (WGS 1984) sebagai berikut:
s a(setengah sumbu panjang) = 6378137 m
= penggepengan (f) = 1/298,257

b. semua koordinat pilar batas, titik acuan, maupun titik dasar dan titik batas
dinyatakan dalam sistem koordinat geodetik (lintang, bujur) dalam Datum
Geodesi Nasional 1995 (DGN 95) dan juga dalam sistem koordinat
proyeksi peta Universal Transverse Mercator (x, y) dalam zone kawasan
yang bersangkutan.

c. Koordinat selalu dinyatakan berikut deviasi standart untuk setiap

komponen koordinatnya.
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2. Kerangka referensi koordinat titik acuan

a. Pengukuran semua pilar batas dan titik acuan harus terikat secara langsung

atau tidak langsung dengan minimal satu titik kerangka geodetik nasional

yang terdekat yang koordinatnya diketahui dalam sistem Datum Geodesi

Nasional 1995 (DGN 95), atau dengan satu titik kerangka geodetik global

IGS yang terdekat.

Titik kerangka geodetik nasional yang dapat digunakan adalah kerangka

dasar GPS nasional adalah seperti yang diberikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Titik Kerangka geodetik

Titik GPS | Instansi Lokasi Spasi tipikal
Pembangun antar titik

Orde-0 Bakosurtanal Ibukota Provinsi dan | 200 — 1000 km
kota-kota besar

Orde-1 Bakosurtanal | Ibukota kabupaten dan | 100 — 200 km
kodya

Orde-2 BPN Pemukiman, diluar | 10-15 km
kawasan hutan

Orde-3 BPN Pemukiman, dilvar | 1 -2 km
kawasan hutan

b. Pilar batas dan titik acuan juga dapat diikatkan secara langsung ke suatu

titik stasiun tetap GPS Indonesia atau ke suatu titik kerangka GPS global,

yaitu kerangka IGS yang terletak di sekitar Indonesia.

3. Penentuan Posisi Pilar Batas Utama (PBU)

a. Dilaksanakan dengan metode survei GPS, menggunakan minimal receiver

GPS tipe geodetik satu frekuensi dan sebaiknya menggunakan receiver

GPS tipe geodetik dua frekuensi.
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Lama pengamatan tipikal disesuaikan dengan jenis receiver yang

digunakan dan panjang baseline (jarak antara Pilar Batas Utama ke titik

ikat GPS yang digunakan) seperti pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2 Tabel Hubungan lama pengamatan dan panjang baseline pada

pengukuran posisi Pilar Batas Utama

Panjang Baseline (Jarak antara Pilar Lama Pengamatan Tipikal
Batas Utama dengan titik ikat) Satu Frekuensi | Dua Frekuensi

1-3km 15 menit 10 menit
3—5km 20 menit 15 menit
5—10km 30 menit 20 menit

10 —20 km 2 jam 1 jam

20 — 100 km 4 jam 2 jam

100 — 200 km 6 jam 3 jam

200 — 500 km 12 jam 6 jam

. Pada survei GPS, penentuan koordinat Pilar Batas Utama relatif terhadap
titik ikatnya dapat dilakukan secara radial.

. Pada survei GPS, seandainya titik ikat GPS relatif jauh dari daerah lokasi
pilar-pilar batas utama berada, maka untuk efisiensi survei, suatu titik ikat
GPS lokal dibangun di sekitar lokasi survei dan koordinatnya ditentukan
relatif terhasap titik ikat GPS yang sudah ada tersebut. Koordinat Pilar
Batas Utama selanjutnya ditentukan relatif terhadap titik ikat lokal
tersebut.

. Pada survei GPS, perhitungan koordinat Pilar Batas Utama sebaiknya
dilaksanakan dengan data fase yang ambiguitas fasenya telah ditetapkan

ke nilai integernya.
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Perangkat lunak komersial untuk pengolahan data survei GPS dapat
digunakan untuk penentuan koordinat pilar batas.

Perangkat lunak ilmiah untuk pengolahan data survei GPS hanya
digunakan untuk kasus penentuan titik ikat GPS lokal dari titik ikat GPS
nasional atau titik IGS yang relatif berjarak jauh.

Koordinat Pilar Batas Utama diberikan dalam dua sistem yaitu:

=  Koordinat geodetik (Lintang, Bujur, Tinggi ellipsoid) berikut nilai

standart deviasi untuk setiap komponen koordinatnya.
= Koordinat Universal Transverse Mercator (X, y) berikut nilai standart

deviasi untuk setiap komponen koordinatnya.

4, Penentuan Posisi Pilar Batas Antara (PBA)

a.

b.

Dapat ditentukan dengan menggunakan metode GPS.

Posisi Pilar Batas Antara (PBA) ditentukan relatif terhadap satu atau
beberapa Pilar Batas Utama (PBU) yang terdekat.

Metode survei GPS yang dapat digunakan untuk penentuan posisi Pilar
Batas Antara (PBA) adalah metode statik singkat.

Seandainya digunakan metode survei GPS singkat untuk penentuan posisi
Pilar Batas Antara (PBA), maka survei GPS cukup dilaksanakan dengan
menggunakan receiver GPS tipe geodetik satu frekuensi dan receiver GPS
tipe geodetik dua frekuensi boleh digunakan seandainya tersedia.

Lama Pengamatan tipikal disesuaikan dengan jenis receiver GPS yang

digunakan dan panjang baseline (jarak antara Pilar Batas Antara ke titik
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Pilar Batas Utama yang digunakan sebagai titik ikat) seperti pada Tabel

2.3.

Tabel 2.3 Hubungan lama pengamatan dan panjang baseline pada
pengukuran posisi Pilar Batas Antara (PBA).

Panjang Baseline (jarak antara Pilar Lama Pengamatan Tipikal
Batas Antara dengan titik ikat) Satu frekuensi Dua frekuensi
1-3km 15 menit 10 menit
3—-5km 20 menit 15 menit
5-10km 30 menit 20 menit

f. Penentuan koordinat Pilar Batas Antara (PBA) relatif terhadap titik
ikatnya Pilar Batas Utama dapat dilakukan secara radial.

g. Perhitungan koordinat Pilar Batas Antara (PBA) sebaiknya dilaksanakan
dengan data fase yang ambiguitas fasenya telah ditetapkan ke nilai
integernya.

h. Perangkat lunak komersial untuk pengolahan data GPS, dapat digunakan
untuk penentuan koordinat Pilar Batas Antara (PBA).

5. Penentuan Posisi Pilar Titik Acuan

a. Penentuan koordinat titik acuan harus dilaksanakan dengan metode survei
GPS yaitu secara diferensial menggunakan data fase, relatif terhadap suatu
titik ikat GPS yang telah diketahui koordinatnya.

b. Metode survei GPS harus dilaksanakan menggunakan minimal receiver
GPS tipe geodetik satu frekuensi dan sebaiknya menggunakan receiver

GPS tipe geodetik dua frekuensi
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c. Lama pengamatan tipikal disesuaikan dengan jenis receiver yang
digunakan dan panjang baseline (jarak antara titik acuan ke titik ikat GPS
yang digunakan)

d. Penentuan koordinat titik acuan dapat dilakukan secara radial, baik
langsung maupun tidak langsung, dari suatu titik kerangka GPS nasional
yang terdekat atau kalau tidak dengan satu titik kerangka geodetik global
IGS yang terdekat.

e. Perhitungan koordinat titik acuan sebaiknya dilaksanakan dengan data
fase yang ambiguitas fasenya telah ditetapkan ke nilai integernya.

f. Perangkat lunak komersial untuk pengolahan data GPS, dapat digunakan
untuk penentuan koordinat titik acuan.

g. Perangkat lunak ilmiah untuk pengolahan data survei GPS hanya
digunakan untuk kasus dimana titik acuan diikatkan langsung ke salah
satu titik IGS di dalam dan disekitar Indonesia.

h. Koordinat titik acuan diberikan dalam dua sistem yaitu:

s Koordinat geodetik (Lintang, Bujur, Tinggi ellipsoid) berikut nilai
standart deviasi untuk setiap komponen koordinatnya.
= Koordinat Universal Transverse Mercator (X, y) berikut nilai standart

deviasi untuk setiap komponen koordinatnya.

I1.4 Global Positioning Sistem (GPS)
Sistem GPS memungkinkan pemakai mendapatkan posisi titik secara tepat

dengan ketelitian yang memadai (Sunantyo, 2000). Sistem didesain untuk
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memberikan informasi tentang posisi dan kecepatan tiga dimensi serta informasi

mengenai waktu, secara kontinyu di seluruh dunia tanpa bergantung waktu dan cuaca,

kepada banyak orang secara simultan (Rizos, 1994).

Selain itu GPS dapat memberikan ketelitian posisi yang spectrumnya cukup

luas. Dari yang sangat teliti sampai yang biasa-biasa saja. Ketelitian yang diperoleh

tersebut bergantung pada metode penentuan posisi yang digunakan, geometri dan

distribusi dari satelit yang diamati, ketelitian data yang digunakan dan metode

pengolahan data yang diterapkan. Sistem GPS terdiri atas beberapa segmen yaitu

segmen angkasa, pengguna , dan kontrol/pengendali:

1.

Segmen Angkasa

Satelit sudah bukan merupakan sesuatu hal yang asing di Geodesi. Banyak
masalah-masalah Geodesi diselesaikan dengan bantuan satelit. Satelit GPS
bisa dianalogikan sebagai stasiun radio diangkasa yang dilengkapi dengan
antena-antena untuk mengirim dan menerima sinyal-sinyal gelombang. Setiap
satelit GPS secara kontinyu memancarkan sinyal-sinyal gelombang pada 2
frekuensi L- band yang dinamakan L1 dan L2 (Seeber 1993). Satelit-satelit
GPS umumnya dilengkapi sel-sel pembangkit tenaga matahari yang
merupakan sumber energi untuk satelit.

Segmen angkasa terdiri dari 24 satelit yang beroperasi dalam 6 orbit pada
ketinggian 20.200 km dan inklinasi 55 derajat dengan periode 12 jam (satelit

akan kembali ke titik yang sama dalam 12 jam). Satelit tersebut memutari
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orbitnya sehingga minimal ada 6 satelit yang dapat dipantau pada titik
manapun di bumi ini. Satelit tersebut mengirimkan posisi dan waktu kepada
pengguna seluruh dunia.

. Segmen Pengguna

Pada sisi pengguna dibutuhkan penerima GPS (selanjutnya kita sebut
perangkat GPS) yang biasanya terdiri dari penerima, prosesor, dan antena,
sehingga memungkinkan kita dimanapun kita berada di muka bumi ini (tanah,
laut, dan udara) dapat menerima sinyal dari satelit GPS dan kemudian
menghitung posisi, kecepatan dan waktu.

Pada penentuan posisi dengan GPS, setiap satelit akan memancarkan sinyal
atau gelombang GPS dan akan diterima oleh receiver. Satelit GPS
memancarkan sinyal secara terus menerus yang berisi informasi kepada
pengguna tentang posisi satelit yang bersangkutann yang dapat digunakan
untuk menentukan jarak satelit ke pengamat (Rizos 1994). Dengan mengamati
sinyal satelit dalam jumlah dan waktu yang cukup, pengamat dapat
menentukan posisinya.

Receiver pada GPS berfungsi sebagai alat penerima dan pemroses sinyal dari
satelit GPS yang digunakan dalam penentuan posisi, waktu dan kecepatan
(Seeber 1993). Receiver sendiri masuk dalam segmen pengguna. Pada
penerimaan sinyal receiver akan mengukur dan menerima berita navigasi.
Terdapat empat macam besaran yang diukur:

e Jarak pseudo
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e Fase gelombang pembawa
e Fase kode
¢ Bilangan dopler
Berita navigasi yang diterima adalah:

e Parameter koreksi jam satelit

\

Ephemeris satelit

Parameter model ionosfer

Parameter waktu UTC

e Almanac semua satelit
3. Segmen Kontrol/Pengendali
Terdapat pusat pengendali utama yang terdapat di Colorodo Springs, dan 5
stasiun pemantau lainnya dan 3 antena yang tersebar di bumi ini. Stasiun
pemantau memantau semua satelit GOS dan mengumpulkan informasinya.
Stasiun pemantau kemudian mengirimkan informasi tersebut kepada pusat
pengendali utama yang kemudian melakukan perhitungan dan pengecekan
orbit satelit. Informasi tersebut kemudian dikoreksi dan dilakukan

pemuktahiran dan dikirim ke satelit GPS.

11.4.1 Metode Penentuan Posisi
Survey penentuan posisi dengan teknologi GPS terdiri atas metode absolute

dan metode relatif. Pada penentuan posisi secara absolute, posisi titik dapat
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ditentukan dengan menggunakan sebuah receiver GPS, yang koordinat titiknya

ditentukan terhadap suatu Sistem koordinat yang telah terdefinisikan.

1.

Penentuan posisi metode absolute
Penentuan posisi dengan GPS metode absolut adalah penentuan posisi yang
hanya menggunakan sebuah alat receiver GPS. Karakteristik penentuan posisi
dengan cara absolut ini adalah sebagai berikut:
e Posisi ditentukan dalam sistem WGS 84 (terhadap pusat bumi).
e Prinsip penentuan posisi adalah perpotongan ke belakang dengan jarak
ke beberapa satelit sekaligus.
e Hanya memerlukan satu receiver GPS.
o Titik yang ditentukan posisinya, bisa diam (statik) atau bergerak
(kinematik).
o Ketelitian posisi berkisar antara 5 sampai dengan 10 meter.
Aplikasi utama metode ini untuk keperluan navigasi. Metode penentuan posisi
absolut ini umumnya menggunakan data pseudorange. Namun metode ini
tidak dimaksudkan untuk aplikasi-aplikasi yang menuntut ketelitian posisi
yang tinggi.
Penentuan posisi Metode Relatif (Differensial)
Yang dimaksud dengan penentuan posisi relatif atau metode differensial
adalah menentukan posisi suatu titik relatif terhadap titik lain yang telah
diketahui koordinatnya. Pengukuran dilakukan secara bersamaan pada dua

titik dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya, data hasil pengamatan diproses
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dan dihitung sehingga akan didapat perbedaan koordinat kartesian 3 dimensi

(dx, dy, dz) atau disebut juga dengan baseline antar titik yang diukur.

Gambar 2.6 Penentuan posisi secara differensial

Karakteristik umum dari metode penentuan posisi ini adalah sebagai berikut:

Memerlukan minimal dua receiver, satu ditempatkan pada titik yang

telah diketahui koordinatnya.

e Posisi titik ditentukan relatif terhadap titik yang diketahui.

e Konsep dasar adalah differencing process, dapat mengeliminir atau
mereduksi pengaruh dari beberapa kesalahan dan bias.

¢ Bisa menggunakan data pseudorange atau fase.

e Ketelitian posisi yang diperoleh bervariasi dari tingkat mm sampai
dengan dm.

o Aplikasi utama: survei pemetaan, survei penegasan batas, survei

geodesi dan navigasi dengan ketelitian tinggi.

11.4.2 Konsep Dasar Penentuan Posisi Dengan GPS
Penentuan posisi dengan GPS pada prinsipnya adalah cara reseksi jarak-jarak

dari receiver ke beberapa satelit sekaligus. Sateli GPS mengirimkan sinyal yang
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berisi informasi mengenai posisi satelit, dan waktu pengirimannya. Dari informasi
yang dikirim oleh beberapa satelit maka pengguna dapat menghitung besaran posisi,
kecepatan, waktu, dan parameter lainnya. Karena adanya perbedaan antara waktu
pada jam satelit dan jam receiver maka ada satu parameter lagi yaitu perubahan
waktu (At) sehingga dibutuhkan minimal empat buah koordinat satelit dengan
pengamatan jarak setiap satelit terhadap receiver serta waktu pengamatannya untuk

mendapatkan koordinat tiga dimensi receiver dalam satuan XYZ.

Koordinat tiga dimensi yang diperoleh itu dinyatakan dalam datum WGS 84.
Nilai koordinat tersebut mempunyai ketelitian mulai dari satuan meter sampai dengan
millimeter tergantung kepada penentuan posisi, geometri satelit, kualitas data, dan

strategi pemrosesan data (Abidin, 2006).

11.4.2.1 Pengamatan Pseudorange
Dasar pengamatan pseudorange adalah penentuan jarak dari receiver ke satelit
melalui pengukuran selisih waktu (At), yaitu waktu yang diperlukan oleh kode untuk

menempuh jarak dari satelit ke receiver.

Jarak yang diukur pada pengamatan menggunakan data kode bukanlah jarak
yang sebenarnya melainkan suatu jarak yang semu yang disebabkan antara lain
karena ketidaksinkronan antara jam di satelit dengan jam di receiver, serta adanya
bias waktu (5t) yang ada pada isolator satelit maupun receiver terhadap kerangka
waktu GPS. Oleh karena itu untuk pengukuran yang dilakukan dengan data kode

diperoleh persamaan jarak semu (pseudorange).
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Untuk mendapatkan jarak ukuran, selisih waktu (At) dikalikan dengan besaran
kecepatan cahaya di ruang hampa ¢=299.792.458 m/det (dengan mengabaikan bias

efek atmosfer). Secara sederhana dapat ditulis hubungan sebagai berikut :
P=c.At .. (2.1)

Dalam bentuk persamaan pengamatan yang telah dilinierkan dan
memperhitungkan semua bias dan noise yang ada pseudorange dinyatakan sebagai

berikut (Abidin, 2006).
P; = p +dp + dtrop + dion; + (dt — dT) + MP; + 1P; ... (2.2)

Dimana :

P; = jarak pseudorange

p = jarak geometric antara pengamat dan satelit
dp = efek dari bias di ephemeris satelit

dtrop = bias jarak yang disebabkan oleh troposfer
dion = bias jarak yang disebabkan oleh ionosfer

dt = bias jarak karena kesalahan waktu di receiver
dT = bias jarak karena kesalahan waktu di satelit
MP; = efek dari multipath pseudorange

P; = noise dari pseudorange

subkrip i menunjukkan frekuensi sinyal (L1/L2).
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11.4.2.2 Pengamatan Carrier Phase

Hasil ukuran fase sinyal dalam unit jarak dari pengamatan ke satelit bukanlah
merupakan jarak absolute, tetapi merupakan jarak yang ambigu. Untuk mengubah
data fase menjadi data jarak, maka ambiguitas fase atau cyrcle ambiguity (N) harus
ditentukan terlebih dahulu harganya. Seandainya harga ambiguitas fase dapat
ditentukan secara benar, maka jarak fase tersebut akan menjadi ukuran jarak yang
sangat teliti yang tingkat posisinya dalam orde milimeter dan dapat digunakan untuk
aplikasi-aplikasi yang menuntut ketelitian posisi yang tinggi dalam orde millimeter-

centimeter (Abidin, 2006).

Dalam pengamatan carrier phase, jarak antara receiver dan satelit diperoleh
dengan cara mengamati selisih fase antara fase sinyal pembawa (L1/L2) yang datang
dari satelit dan fase yang dibangkitkan oleh receiver. Pada pengamatan ini, karena
dilakukan pengukuran dengan cara cycle ambiguity. Besarnya N yang ada akan selalu
tetap jumlahnya selama sinyal yang diterima oleh receiver tidak terhalang. Apabila
sinyal terhalang maka terjadi cycle slip dan besaran N harus ditentukan lagi. Berikut
adalah persamaan jaraknya dengan memperhitungkan pengaruh bias ionosfer, bias

toposfer, noise (1), dan multipath (m).

Li =p + dp + dtrop + dion; + (dt —dT) —Ai . N; + MC; + rC; ... (2.3)
Dimana :
L; = pengukuran fase dalam satuan jarak
p = jarak geometric antara pengamat dan satelit
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dp = efek dari bias di ephemeris satelit

dtrop = bias jarak yang disebabkan oleh troposfer
dion = bias jarak yang disebabkan oleh ionosfer

dt = bias jarak karena kesalahan waktu di receiver
dT = bias jarak karena kesalahan waktu di satelit

A = panjang gelombang sinyal

N = ambiguitas fase

MP; = efek dari multipath fase

tP; = noise dari fase

subkrip i menunjukkan frekuensi sinyal (L1/L2).

I1.4.3 Metode-metode Pengamatan Dengan GPS

Metode pengamatan yang umum digunakan dalam survey GPS adalah metode
survey static, yaitu survey penentuan posisi yang bertumpu pada metode penentuan
posisi static secara diferensial dengan menggunakan data fase. Saat ini dengan adanya
kemajuan dalam keilmuan dan teknologi GPS, juga telah berkembang metode-metode
survey lainnya, yaitu metode survey statik, stop and go, dan pseudo kinematik

(Abidin, 2002).

11.4.3.1 Metode Statik

Metode statik pada survey GPS merupakan metode yang pertama kali
digunakan dilapangan dan merupakan metode yang paling banayak digunakan sampai

sekarang karena memiliki akurasi yang tinggi. Survey statik digunakan untuk
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menentukan koordinat titik-titik kontrol yang relativ berjauhan serta menuntut

ketelitian orde yang relativ lebih tinggi.

Pada metode ini penentuan posisi dilakukan dengan jalan melakukan
pengamatan dengan waktu tertentu dan keadaan titik-titik yang akan ditentukan

posisinya diam.

Pada metode statik ini setidaknya membutuhkan lebih dari satu receiver,
empat atau lebih satelit lokasi pengamatan yang bebas dari obstruksi. Lama
pengamatan sendiri tergantung pada ketelitian yang dibutuhkan dan geometri satelit

yang baik.

Dibandingkan dengan metode penentuan posisi kinematik, ukuran lebih pada
suatu titik pengamatan yang diperoleh dengan metode statik biasanya lebih banyak.
Ini menyebabkan kendala dan ketelitian posisi yang diperoleh umumnya relativ lebih
tinggi. Salah satu implementasi dari metode penentuan posisi statik yang popular
adalah survey GPS untuk penentuan koordinat dari titik-titik kontrol untuk keperluan

pemetaan ataupun pemantauan fenomena deformasi dan geodinamika (Abidin, 1995).

I1.4.3.2 Metode Statik Singkat

Metode ini pada dasarnya hampir sama dengan metode statik, hanya waktu
pengamatan lebih singkat, yaitu 5-20 menit. Metode ini bertumpu pada proses
penentuan ambiguitas fase yang cepat, disamping membutuhkan perangkat lunak

yang canggih dan andal serta geometri pengamatan yang baik.
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Karakteristik metode ini:

Prosedur pengumpulan data lapangan seperti metode static

Lama pengamatan bergantung pada panjang baseline, jumlah satelit
serta geometri satelit

Berbasiskan differential positioning menggunakan data fase.

Data dua frekuensi lebih diharapkan.

Satu baseline biasanya diamati dalam dua sesi

Ketelitian yang diperoleh dalam orde centimeter

Aplikasi untuk survey pemetaan, densifikasi titik, survey rekayasa.

11.4.3.3 Metode Kinematik

Penentuan secara kinematik adalah penentuan posisi dari titik-titik yang

bergerak dan receiver GPS tidak punya kesempatan untuk berhenti pada titik-titik
tersebut. Satu receiver digunakan sebagai referensi sedang yang satunya bergerak

yang disebut rover.

Karakteristik dari metode ini antara lain:

Titik yang akan ditentukan posisinya bergerak.

Bisa berupa absolute atau diferensi posisi.

Data yang digunakan bias fase atau pseudo-range.

Untuk real time differential positioning diperlukan komunikasi data

antar monitor station dengan receiver yang bergerak.
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e Penentuan posisi secara teliti memerlukan data fase. Problem
utamanya penentuan ambiguitas fase secara on-the-fly.
e Ukuran lebih pada suatu epoch pengamatan biasanya tidak banyak.

¢ Ketelitian posisi rendah sampai tinggi.

11.4.3.4 Metode stop and go

Metode ini mirip dengan metode kinematik, namun pada metode ini titik-titik
yang akan ditentukan posisinya tidak bergerak, sedangkan receiver GPS bergerak dari
titik-titik dimana pada setiap titiknya receiver yang bersangkutan diam beberapa saat

di titik tersebut.

Karakteristik metode ini:

e Ambiguitas fase pada titik awal harus ditentukan sebelum receiver
bergerak, untuk mendapatkan tingkat ketelitian orde centimeter.

o Selama pergerakan antar titik, receiver tidak boleh putus mengamati
sinyal.

e Apabila dalam satu epoch terjadi cycle slip maka receiver harus
melakukan inisialisasi kembali dan kemudian bergerak kembali.

o Berbasis diferential positioning dengan menggunakan fase.

e Penentuan posisi bisa dilakukan secara real-time ataupun post-
processing.

e Metode ini cocok untuk penentuan posisi titik-titik yang jaraknya

dekat satu sama lainnya dan berada pada daerah terbuka.
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BAB Iii

PELAKSANAAN PENELITIAN

IIL.1 Lokasi Penelitian
Lokasi vang akan dijadikan sebagai studi kasus didalam penelitian ini adalah

perbatasan antara kabupaten Madiun dengan kabupaten Nganjuk.

T Ve azrth
L.t!c\}\[\ 23

NS

Gambar 3.1 Daerah studi kasus
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I11.2 Alat dan Bahan Penelitian

Adapun alat dan bahan vang dibutuhkan dalam proses penelitian ini antara

lain :

1. Alat
a. Komputer AMD Phenomll X2/Intel Dual Core.
b. GPS Navigasi Garmin 76 CSX
¢. MapSource
d. Autodesk Map 2004
e. MS Word 2007
2. Bahan
Pcta Rupabumi BAKOSURTANAL skala 1:25.000 dacrah pcrbatasan

Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun sebanyak 5 sheet.
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I11.3 Diagram Alir Penelitian

Dalam proses penelitian haruslah dibuat suatu kerangka pekerjaan yang

sistematis agar mudah dipahami dan mempermudah dalam penelitian. Adapun

langkah atau alur penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

Persiapan

v

Penelitian Dokumen Batas

v

Pembuatan Pela Balas
Wilayah Secara Kartometrik

v

Proses Rubber Sheet

v

Digitasi Peta

v

Peta Digital

v

Pengidentifikasian
Masalah

v

v

Permendagri Nol Thn2006

Batas Yang Tidak Scsuai Dengan

Perbedaan Batas Pada Peta Rupabumi
dengan Kcadaan di Lapangan

v

v

Melakukan Revisi Batas Sesuai Dengan
Kctentuan Permendagri Nol Thn2006

Penggalian Informas)

i di ‘l'okoh Masyarakat

Pada Batas Yang Bermasalah
¥

Melakukan Marking pada Batas yang tcrdapat
di Lapangan Mcnggunakan GPS Navigasi

!

Analisis

v

Hasil
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Keterangan Bagan Diagram Alir (FlowChart) :

1.

Persiapan
Sebelum melakukan sebuah penelitian diperlukan suatu perencanaan kegiatan
penelitian dan persiapan yang matang guna kelancaran selama proses

penelitian sampai penyajian hasil.

Penelitian dokumen batas
Dokumen batas yang perlu diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang pembentukan daerah yang bersangkutan serta data dan

dokumen lainnya yang dianggap perlu.

Penentuan Peta Dasar
Peta dasar yang digunakan untuk menggambarkan batas wilayah di darat

secara kartometrik (batas sementara) adalah peta rupabumi.

Pembuatan Peta Batas Wilayah Secara Kartometrik

Peta batas wilayah (kartometrik) didarat harus mempunyai system proyeksi
UTM dengan dataum geodetic DGN 95(Datum Geodesi Nasional), Peta batas
wilayah (kartometrik) didarat harus memuat gambaran umum rupabumi

sepanjang kawasan batas didarat.

Proses Rubber Sheet
Merupakan proses memasukkan nilai koordinat kedalam peta raster
berdasarkan koordinat peta yang tercantum pada peta rupabumi dalam UTM

(Universal Transverse Mercator)



. Digitasi Peta
Proses konversi data analog ke dalam format digital. Objek-objek tertentu
seperti jalan, batas kelurahan, batas desa, batas kecamatan, dan lain-lain yang

sebelumnya dalam format raster.

. Pengidentifikasi Masalah
Melakukan identifikasi masalah yang terdapat pada peta rupabumi kemudian

dikelompokkan menjadi beberapa masalah dan dilakukan survey ke lapangan.

. Analisa

Proses analisa dilakukan dengan membandingkan data yang terdapat pada

peta rupabumi dengan keadaan yang ada dilapangan.

. Hasil

Hasil akhir dari penelitian ini adalah permasalah yang ada di lapangan serta

peta batas wilayah Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Madiun .

I11.4. Pembuatan Peta Batas Wilayah

Pekerjaan ini mempersiapkan data-data penunjang yang akan dipergunakan

dalam pembuatan peta yaitu data peta rupabumi skala 1:25.000 yang terbagi dalam

Ssheet yaitu peta Gondang, Bagor, Berbek, Kare, dan Nglingi.

I11.4.2 Proses Rubber Sheet

Rubber sheet mcrupakan proscs mcmasukkan nilai koordinat kcdalam pcta

raster berdasarkan koordinat peta yang tercantum pada peta rupabumi dalam UTM
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(Universal Transverse Mercator). Proses rubber sheet ini dilakukan pada masing-
masing peta scbanyak 5 sheet, kemudian digabungkan untuk melakukan digitasi pada
wilayah studi kasus dalam penelitian ini yakni batas wilayah antara kabupalen
Nganjuk dengan kabupaten Madiun. Adapun langkah-langkah untuk proses rubber
sheet adalah seperti di bawah ini:

1. Buka perangkat lunak Autodesk Map 2004, schingga akan muncul seperti

tampilan di bawah ini.

P Fde Cdt View et Format  Tookh Oraw Dieenson Modfy Window Mep  Hep ”~
DRE aRP =0 -~ £- XAt REAN @ H e e e =mm 1R
= Ca® omo 5 Bbra ——— B ——
7’ ™ .£
-~ B
- 3 8
(=] |k
=1 ~ B8
Vag A+
@ )
(=) n.lﬂ
~ mL‘ﬁ
e -
: +
| Bl
@ ON ]
s AP
xg L
& -
A

- .
-
-
i x
¥ .

Gambar 3.2 Tampilan awal Autodesk Map 2004

2. Untuk memasukkan file peta rupabumi, pada menu tollbar pilih Insert =
Raster Image —> sehingga akan muncul tampilan Select Image File =
pilih gambar peta yang akan dilakukan rubber sheet, dalam hal ini pilih

file gondang.jpg seperti gambar di bawah ini.
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Preview

Flepame:  gondang

Files of type:  JFIF ["ipal

Gambar 3.3 Memasukkan file peta raster

Setelah memasukkan file peta tersebut dan berhasil, maka peta akan
muncul seperti pada gambar di bawah. Namun dengan koordinat belum

terkoreksi, dalam arti koordinat pojok kiri bawah sama dengan (0,0) bukan

koordinat lapangan.

= -

WP roe tor veme tnemn bemat ook Gve Dwensen fodfy Wi M el

DWHR &2 -0 - £ - wxa®w Bk 2 & et
D s E e

PHR-FEI0LOGNTOLNN |

I

Il

i
AIRPGEAITADRCEL]
ges# “Y COLPEC+ERPEM

<

4i

Gambar 3.4 Setelah file peta dimasukkan pada Autodesk Map

Memasukkan koordinat UTM pada peta raster berdasarkan koordinat
yang tertera pada peta rupabumi, pada menu Map > Tools > Rubber
Sheet = Arahkan kursor pada titik yang akan dimasukkan koordinatnya

pada pcta raster, dalam hal ini yang akan dijadikan acuan adalah pojok
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kanan atas (Gambar 3.5), kemudian masukkan nilai koordinatnya (Gambar
3.6) = Enter = dan lakukan hal yang sama sampai keempat sisi peta

sudah dimasukkan semua koordinatnya.

e

B

& 012723008
LS -

lLU 635 96 951_

— . —

N o
N

“\Pacal
\ ;

Gambar 3.5 Titik acuan yang akan dimasukkan nilai koordinat peta

ICommand : _ADERSHEET
Baze point 1:

IRef erence point 1: 0596569.9184701
0.0001< 0 . 0.0000 SNAP GHID ORTHO POLAR |OSNAP OTHACK LWT [MODEL

Gambar 3.6 Memasukkan nilai koordinat peta

5. Setelah semua koordinat dimasukkan tekan Enter > pilih Select, Enter
(Gambar 3.7) = blok peta raster, Enter sehingga pada command muncul

Select objects :Specity opposite corner :1 found (Gambar 3.8)

Reference point 4: 0582773.9184726
Base point 5:

Select objects by <Area>-Select: =
1.0552. 1.3434, 0.0000 SMAP| GRID ORTHO POLAR |DSNAP OTRACK L\WT |MODEL

Gambar 3.7 Select Area

lect objects: Specity opposite corner: 1 tound

Elact objects by <Area>-Select: s
lect objects:

1.2914, 0.89870. 0.0000 : SNAP| GRID ORTHO POLAR |05NAF‘ OTRACK LwWT lMGDEL

Gambar 3.8 Select Objects
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6. Setelah tahapan tersebut selesai maka peta raster tersebut sudah

mcmpunyai koordinat yang scsuai dengan kcadaan dilapangan.

I11.4.3 Digitasi Peta

Untuk keperluan mendapatkan data dalam bentuk vektor digunakan metode
digitasi. Proses digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data
analog ke dalam format digital. Objek-objek tertentu seperti jalan, batas kelurahan,
batas desa, batas kecamatan, dan lain-lain yang sebelumnya dalam format raster.
Proses ini dilakukan dengan mengunakan perangkat lunak Autodesk Land Enabled
Map 2004.

Proses digitasi di AutoCad bertujuan untuk mendapatkan data berupa data
vcktor yang dilakukan dengan mclakukan digitasi on screen. Data awal yang
digunakan bisa berupa hasil scanning dari peta rupabumi. Adapun langkah-langkah
digitasi peta yaitu sebagai berikut:

1. Setelah melakukan proses Rubber Sheet, maka peta tersebut sudah dapat

dilakukan proses digitasi.

2. Pembuatan layer peta, dapat dilakukan dengan cara klik pada tolbar menu

Format - Layer, sehingga akan muncul kotak dialog Layer Properties

Manage.

49



Named layer fiters

2 Totallayers 2 Layers displayed

oK Cancel

22 iy  pew Delete
[Show i layers Lrvvert fies. b
Apply to layers toobar, Current Show details
Current Layer. 0 Saye state... State Manager...
MName On Freez.. L... Color Linetype Lineweight PlotStyle ~ P.
a ' ) T O Whie Continuous —— Default &
C UOUE Yetsult 2

Help

Gambar 3.9 Kotak Dialog Layer Properties Manager

Klik New sehingga AutoCad akan membentuk sebuah layer baru dengan

nama Layerl.

Layer yang akan digunakan yaitu Batas Desa, Batas Kecamatan, Batas

Kabupaten, Jalan, Sungai, dan Pemukiman.

Ganti warna layer dengan warna lain untuk memudahkan pembedaan antar

layer.

Klik current untuk mengaktifkan salah satu layer > OK.

Digitasi peta dengan memilih Tools Draw -> Polyline atau dengan

—

mengklik Kemudian memulai digitasi peta yang

yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya.

disesuaikan layer
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8. Digitasi semua layer yang telah dibuat sebelumnya sehingga seperti

dibawah ini.
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Gambar 3.10 Tampilan layer yang telah selesai didigitasi

IIL.5 Transfer Data GPS Navigasi ke Komputer
GPS Garmin 76CSx dilengkapi dengan memori yang berguna untuk
menyimpan data poinf/ ataupun frack, penyimpanan data point dapat dilakukan
dengan cara menekan tombol enfer cukup lama, sedangkan data frack akan tersimpan
secara otomatis apabila frack log pada pengaturan GPS tersebut telah diaktifkan.
Sehingga agar data tersebut bisa ditampilkan ke dalam Autocad perlu

dilakukan transfer data, adapun langkah-langkahnya seperti dibawah ini:
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1. Membuka perangkat lunak Map Source, sehingga akan muncul tampoilan

seperti dibawah ini.

Fle Cdt Frd Transter View Tooks Ltites Meb
T Woport Manager v+ @, @, 10m Medum 44 RO PR =
—_ ! d
Maps  WarpOr's poutes Tiadks
Show waypants i Gtegery:
A Catogores
Nawe Symbxel  Commert
d MONGS R LUk A

Gambar 3.11 Tampilan Awal Map Source

2. Menghubungkan GPS dengan komputer menggunakan kabel data yang
sudah didapat pada saat pembelian GPS Garmin tersebut.

3. Selanjutnya pada menu toolbar pilih Transfer > Receive From Device,
sehingga akan muncul kotak dialog Receive From Device.

4. Klik Find Device tunggu hingga terlihat seri GPS anda di Device, Setelah

itu pada Waypoints beri tanda chek dan klik Receive.
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Receive From Device

Device Settings

I vou don't see your device listed below,
connect it ko the computer and turn it on,
then dick Find Device.

N

e teenssery

{_Find Device :

Device: GPSMap76CS¥ (Unit ID 334182

What To Receive
Maps Routes
~ Waypaoints Tracks
Receive Cancel

Gambar 3.12 Receive From Device

5. Tunggu hingga proses Receiving Complete. Apabila transfer selesai segera

klik OK dan lepaskan GPS anda.

Transfer Complete

The data was successfully received.

~ Turn off GPS after each transfer

Gambar 3.13 Proses Transfer Data

MILIK
PERPUSTAKAAR

ITN MALANG
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8. Kemudian Save data dalam format *dfx agar data tersebut bias langsung

digunakan pada Autocad.

Saveinr ) Datalapangan 2 A -
e’
My Recent
Documents

Desktop

g File pame: Mark2.d4 Save
‘
My Network Save as lype: DIXF [*.dxf) Cancel

Gambar 3.16 Kotak dialog untuk menyimpan data

I11.6 Pengidentifikasian Masalah

Setelah peta rupabumi selesai didigitasi maka langkah selanjutnya adalah
melakukan pengidentifikasian masalah. Masalah-masalah tersebut dilihat dari
penentuan batas wilayah pada peta rupabumi kemudian dibandingkan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan
Batas Daerah. Apabila terjadi perbedaan penentuan batas pada peta rupabumi dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan
Batas Daerah maka dilakukan revisi untuk garis batas yang terdapat pada peta

rupabumi tersebut.
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Kemudian dari pengidentifikasian tersebut dilakukan pengecekan ke lapangan
mengenai batas-batas yang bermasalah atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006, dan apabila memang terjadi perbedaan
batas wilayah dari peta rupabumi dengan keadaan dilapangan maka langkah
selanjutnya adalah menggali informasi dari tokoh masyarakat di dacrah perbatasan
ataupun masyarakat sekitar perbatasan mengenai kebenaran batas wilayah yang

sesungguhnya di lapangan.

II1.7 Hasil Dari Proses Penelitian

as Wilayah Berdasarkan Peta Rupabumi
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Gambar 3.17 Hasil Proses Digitasi Peta Rupabumi (1)
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Gambar 3.18 Hasil Proses Digitasi Peta Rupabumi (2)

I11.7.2 Batas Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nol Thn2006

[© Fie £t veew Inet Foma Tocs Draw Dimersin Modly Widow Mo e
DHRE 8RD =DO ~ £ - wXa® REAR @ 5 Swdw
5 ¥ 09 DI Konta_Mino

‘B

-2
o
f=§ O

AMIKP GEA ITNFDR2CRAT
J@s# RNNCOLIPACHERE Sk

Eu-uu:d: *_layer

534008 6733, 9170061 6730. 0.0000

SHAP GRID ORTHD POLAR |0SNAP OTRACK LWT [MODEL

Gambar 3.19 Batas Berdasarkan Permendagri Nol Thn2006 (1)
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I11.7.3 Batas Yang Berbeda Dengan Keadaan di Lapangan
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Gambar 3.22 Batas Yang Berbeda Dengan Keadaan di Lapangan
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BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1 Ketelitian Hasil Digitasi Peta

Dalam melakukan pendigitan peta pasti terdapat pergeseran koordinat.
Pergeseran tersebut terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah kesalahan
dalam proses scanning peta, kesalahan dalam rubber sheet, dan kesalaham dalam

pendigitasian peta. Besarnya pergeseran koordinat tersebut dapat dihitung dengan

rumus. fd = /(fx? + fy?) Dimana fx adalah selisih absis dan fy adalah selisih
ordinat. Sedangkan toleransi kesalahan dalam proses digitasi menurut Chrisman dan
Mc Granaghan (1997) adalah 0.5 mm x bilangan skala peta acuan.

Dalam penelitian ini, peta yang digunakan adalah skala 25.000, sehingga
toleransi pergeseran dalam digitasi peta adalah 0,5 mm x 25.000 = 12,5 m.
Sedangkan dari perhitungan pergeseran koordinat, mendapatkan pergeseran rata-rata
10,48 m, jadi pergeseran koordinat tersebut masuk pada toleransi.

Tabel 4.1 Perbedaan Koordinat Tepi Peta Pada Peta Rupabumi Dengan Peta Digital

Nama Peta Koordinat Peta Digital Koordinat Peta Rupabumi Selisih

X Y X Y fx fy

583693.84 | 9183802.65 583691 9183803 2.84 -0.35

595630.92 | 9183754.55 595645 9183773 | -14.08 | -18.45

Gondang
595612.90 | 9171794.40 595620 9171804 | -7.10 -9.60
583671.66 | 9171813.34 583670 9171823 1.66 -9.66
583666.88 | 9169982.75 583667 9169984 | -0.12 | -1.25
595599.35 | 9169944.67 595614 9169962 | -14.65 | -17.33
Bagor

595586.01 | 9157973.30 595591 9157983 -4.99 -9.70

583648.91 | 9157994.04 583646 9158004 291 -9.96
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583643.49 | 9156163.98 583643 9156164 0.49 -0.02
Berbek 595578.95 | 9156115.36 595590 9156131 {-11.05 | -15.64
595557.96 | 9144154.83 595567 9144164 | -9.04 | -9.17

583622.46 | 9144174.15 583622 9144185 046 | -10.85

569856.52 | 9156185.43 569855 9156186 1.52 -0.57

Kare 581791.39 | 9156147.27 581803 9156162 | -11.61 | -14.73
581773.28 | 9144182.46 581783 9144190 { -9.72 -7.54
569839.30 | 9144197.06 569837 9144209 230 | -11.94

569835.19 | 9142363.40 569835 9142366 0.19 -2.60
Nlingi 581761.69 | 9142320.16 581775 9142338 || -13.31 | -17.84
581749.32 | 9130360.90 581758 9130370 || -8.68 -9.10

569816.59 | 9130376.07 569817 9130388 | -0.41 | -11.93

Rata2= 462 -941

Pergeseran Rata2 = 10.48 m
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IV. 2 Hasil Batas Wilayah Berdasarkan Peta Runabumi
Setelah Semua Layer selesai didigitasi maka akan dihasilkan sebuah peta

Batas Wilayah Digital seperti di bawah ini.
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Gambar 4.1 Hasil Peta Digital Dari Peta Rupabumi
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IV.3 Batas Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nol Thn2606
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1V.4 Batas Yang Berbeda Dengan Keadaan di Lapangan
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Gambar 4.4 Batas Yang Berbeda Dengan Keadaan di Lapangan

1V.5 informasi Batas Wiiayah Dari Masyarakat Sekitar

Untuk mendapatkan informasi tentang batas yang berada di lapangan maka
dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat atau masyarakat di sekitar batas
wilayah antar kabupaten tersebut, kemudian dari informasi tersebut dikelompokkan
menjadi dua permasalah yaitu, batas yang sesuai dengan peta rupabumi, dan batas

yang tidak sesuai dengan peta rupabumi.

iV.5.1 Batas Wilayah Yang Sesuai Dengan Peta Rupabumi
Sctclah membandingkan batas wilayah pada peta rupabumi dengan informasi

batas wilayah di lapangan, ternyata informasi dari masyarakat sekitar masuk dalam
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batas yang sesuai dengan peta rupabumi, adapun informasi tersebut seperti di bawah

. .
i

Ja

. Bapak Prapto, Kepala Desa, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten

Nganjuk.

Menjelaskan bahwa : “batas kabupaten nganjuk dengan kabupaten Madiun
adalah sepanjang sungai Widas kemudian ke arah utara mengikuti desa
Ngudikan.”

Bapak Sukamto, Kepala Desa, Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan,
Kabupaten Nganjuk.

Menjelaskan bahwa : “batas daerah nganjuk dengan madiun ditandai oleh
sungai, jadi batas sebelah barat desa wilangan ini sepanjang sungai widas.”
Bapak Slamet, Kepala Desa, Desa Ngadipiro, Kecamatan Bagor, Kabupaten
Nganjuk.

Menjelaskan bahwa : “batas kabupaten Nganjuk dengan kabupaten Madiun
adalah sepanjang sungai Widas untuk desa Ngadipiro.”

Rapak Parhat, Kepala Desa, Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, Kabupaten

Menielaskan bahwa : “batas kabupaten Madiun dengan kabupaten Nganjuk

adalah scpanjang sungai Widas pada dcsa Nampu ini.”
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IV.5.2 Batas Wilayah Yang Tidak Sesuai Dengan ¥eta Runabumi

Sedangkan informasi menurut masvarakat sckitar pada batas wilavah vang ada

di lapangan, kemudian dilakukan perbandingan dengan peta rupabumi ternyata

terdapat perbedaan batas, adapun informasi dari masvarakat adalah sebagai berikut:

1.

Bapak Imam Nawawi, Kepala Desa, Desa Ngudikan, Kccamatan
Wilangan, Kabupaten Nganjuk.

Menjelaskan bahwa : “batas wilayah antar kabupaten di Desa Ngudikan di
mulai dari sungai Widas, kemudian ke utara memotong jalan yang sudah
dibangun gapura perbatasan, ke arah utara lagi di tandai oleh bangunan
masjid, ke arah utara lagi di tandai oleh pohon bambu, kemudian
mengikuti jalan sampai pada Dcsa Sukoharjo.”

Bapak Sumiran, Ketua RT 04, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan,
Kabupaten Nganjuk.

Menjelaskan bahwa : “batas antar kabupaten ditandai oleh gapura yang
terpasang di jalan, kemudian masjid, pohon bambu, lalu mengikuti jalan.”

Bapak Didik Karyadi, Ketua RT 10, Desa Bandungan, Kecamatan
Saradan, Kabupaten Madiun.

Menjelaskan bahwa:"batas wilayah Kabupaten Madiun dan Kabupetan
Nganjuk di mulai dari Sungai Widas, kemudian kearah eapura vang
terpasang di jalan, kemudian ke utara sampai belakang masjid, 'kemudian

pohon bambu, dan kemudian mengikuti jalan desa.”
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Sehingga dari keterangan tokoh masyarakat sekitar sudah dapat disimpulkan
bahwa memang terjadi perbedaan batas wilayah pada peta rupabumi dengan keadaan
dilapangan. Kemudian dari informasi tersebut dilakukan marking di tempat-tempat

tertentu di lapangan agar nantinya bisa dibandingkan dengan batas versi dari peta.

IV.6 Koordinat Batas Wilayah di Lapangan
Setelah mendapatkan informasi tentang batas di lapangan maka langkah
selanjutnya adalah melakukan marking di lapangan dengan acuan dari informasi dari

masyarakat sekitar, adapun nilai koordinat tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Koordinat Batas di Lapangan Dari GPS Navigasi

No Nama Titik Desa X Y
1 As Jalan Bandungan dengan Ngudikan | 592408 | 9166082
2 As Jalan Bandungan dengan Ngudikan | 592227 9165836
3 Pohon Bambu | Bandungan dengan Ngudikan | 592180 | 9165870
4 | Belakang Masjid (| Bandungan dengan Ngudikan | 592088 9165802
5 Gapura Batas Bandungan dengan Ngudikan | 592014 9165663
6 As Jalan Bandungan dengan Ngudikan | 591953 9165557
7 Jembatan Pajaran dengan Wilangan 588410 | 9164433
8 Jembatan Nampu dengan Ngadipiro 586953 9159818
9 Jembatan Nampu dengan Ngadipiro 587085 9157606
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IV.7 Pembahasan
IV.7.1 Batas Wilayah Alam di Sungai
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 garis batas di
sungai merupakan garis khayal yang melewati tengah-tengah sungai, namun pada
penelitian ini dalam peta rupabumi ditemukan garis batas di sungai tetapi tidak
melewati tengah-tengah sungai, dan BAKOSURTANAL sudah menyatakan apabila
peta rupabumi tidak bisa di jadikan sebagai acuan untuk penentuan batas wilayah.
Sepanjang batas wilayah antara kabupaten Nganjuk dengan kabupaten
Madiun terdapat dua permasalah yang sama dalam kasus batas alam di sungai, yang
pertama terdapat di Desa Bendolo, Kecamata Sawahan, Kabupaten Nganjuk yang
menyusuri sungai Scyck, sungai Sopong, dan sungai Widas sampai Desa Mancon,
Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk , dan yang kedua terdapat di Desa Tritik,

Kecamata Rejoso, Kabupaten Nganjuk yang menyusuri sungai Tempuran.

1. Permasalahan Pertama
o Titik awal tcrjadinya ketidakscsuaian garis batas pada pcta rupabumi

di Desa Bendolo, Kecamata Sawahan, Kabupaten Nganjuk.
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Gambar 4.5 Garis batas alam di sungai tidak sesuai dengan Permendagri (1)
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e Titik akir terjadinya ketidaksesuaian garis batas pada peta rupabumi di

Nioa

Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk.
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Gambar 4.7 Garis batas alam di sungai tidak sesuai dengan Permendagri (2)
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2. Permasalahan Kedua

s litik awal terjadinva ketidaksesuaian garis batas pada peta rupabumi

di Desa Tritik, Kecamata Rejoso, Kabupaten Nganjuk.
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Gambar 4.10 Garis batas alam di sungai berdasarkan Permendagri (3)

Gambar 4.9 Garis batas alam di sungai tidak sesuai dengan Permendagri (3)
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e Titik akir terjadinya ketidaksesuaian garis batas pada peta rupabumi di

Desa Tritik, Kecamata Rejoso, Kabupaten Nganjuk.
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1V.7.2 Perbedaan Batas Pada Pera Kunabumi DDengan Keadaan Dilapangan

Setelah dilakukan penggalian data dari masyarakat sekitar terutama tokoh
masyarakat yang terdapat di daerah tersebut. Dan ternyata memang terjadi perbedaan
batas apabila membandingkan keterangan batas dari masyarakat di lapangan dengan
batas yang terdapat pada peta rupabumi.

Perbedaan batas tersebut berada di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan,
Kabupaten Nganjuk dengan Desa Bandungan, Kecamatan Saradan, Kabupaten
Madiun. Kemudian dari informasi batas vang di dapat dari masvarakat tersebut
dilakukan marking dengan menggunakan GPS navigasi dan di plotkan pada peta

rupabumi sehingga di dapatkan perbedaan batas seperti pada gambar di bawah ini:
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Tabel 4.3 Garis Batas Yang Bermasalah

Garis Batas Wilayah
Nomor Desa Permendagri
Rupabumi Batas di Lapangan
Nol Thn 06
Sebelah Kanan . .
1 Bendolo Sungai Tengah Sungai Sungai
Sebelah Kanan . ;
2 Duren —— Tengah Sungai Sungai
3 Siwalan Sebeslah Kfman Tengah Sungai Sungai
ungai
: . Sebelah Kanan . :
4 Sudimoroharjo Sungai Tengah Sungai Sungai
s Sebelah Kanan . g
5 Ngadipiro Sungai Tengah Sungai Sungai
- Sebelah Kanan : ;
6 Wilangan Sungai Tengah Sungai Sungai
s Memotong Memotong
! Himdicn Pemukiman Pemukiman
. Sebelah Kanan As atau Tepi Memotong
i Ngudilon Jalan Jalan Pemukiman
. Memotong
9 Ngudikan Pemukiman Jalan
10 Nigadikan Sebelah Kanan As atau Tepi Fiilai
Jalan Jalan
- Sebelah Kanan ; ;
11 Tritik Sungai Tengah Sungai Sungai
M1 LIK
PERPUSTAKAAR

) |

AT
z 3
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BABV

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Identifikasi Penentuan Batas

Wilayah Darat Antar Kabupaten di daerah perbatasan kabupaten Madiun dan

kabupaten Nganjuk maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Garis batas wilayah unsur alam pada peta rupabumi berupa sungai tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2006, yaitu pada peta rupabumi garis batas berupa sisi sungai sebelah
kanan, perbedaan batas tersebut terdapat di Desa Bendolo, Kecamata
Sawahan, Kabupaten Nganjuk sepanjang +4km, di Desa Duren,
Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk sepanjang +3.8km, di Desa
Siwalan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk sepanjang +2.2km, di
Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk
sepanjang +5.5km, di Desa Ngadipiro, Kecamatan Wilangan, Kabupaten
Nganjuk sepanjang +6.4km, di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan,
Kabupaten Nganjuk sepanjang +6.5km, dan yang terakhir terdapat di Desa
Tritik, Kecamata Rejoso, Kabupaten Nganjuk yang menyusuri sungai
Tempuran, sepanjang +1.6km.

Terdapat perbedaan garis batas pada peta rupabumi dengan keadaan

dilapangan yang terdapat di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan,
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Kabupaten Nganjuk, dengan Desa Bandungan, Kecamatan Saradan,
Kabupaten Madiun sepanjang +1km. Pada kenyataan di lapangan batas
wilayah memotong kawasan pemukiman sedangkan pada peta rupabumi
mengikuti jalan aspal.

3. BAKOSURTANAL tidak merekomendasikan untuk penentuan batas

wilayah dengan menggunakan peta rupabumi.

V.2 Saran
Pada penelitian ini mempunyai banyak kekurangan sehingga diperlukan saran
untuk menyempurnakan penelitian ini untuk periode selanjutnya. Saran tersebut

antara lain :

1. Apabila akan dilakukan untuk penentuan batas wilayah sebaiknya
menggunakan peta digital yang tersedia di BAKOSURTANAL, karena
BAKOSURTANAL sebelumnya sudah menjelaskan bahwa penentuan
garis batas wilayah pada Peta Rupabumi tidak bisa dijadikan sebagai
acuan, dan yang bisa dijadikan acuan sebagai penentuan batas wilayah
adalah Peta Digital.

2. Setelah dilakukan penentuan garis batas wilayah secara kartometrik
diharapkan segara dilakukan Penegasan batas wilayah antara kedua

kabupaten tersebut, agar perbatasan kedua kabupaten tersebut jelas.
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